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Abstrak
 

Suatu perceraian, seperti halnya perkawinan, memiliki akibat-akibat hukum yang tertentu, salah satunya

adalah terhadap harta benda dalam perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan

membagi harta benda di dalam perkawinan menjadi dua kelompok yaitu harta pribadi/harta bawaan dan

harta bersama. Dalam hal terjadi perceraian bagaimanakah pengaturannya?

 

Berdasarkan hal tersebut penulis mengajukan pokok permasalahan sebagai berikut, pertama, Dapatkah

diperjanjikan pembagian harta kekayaan antara suami dan isteri sebelum perceraian terjadi?; kedua,

Bagaimana jika timbul sengketa berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian yang tidak dilaksanakan oleh salah

satu pihak?

 

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian normatif, yaitu

penelitian yang menitikberatkan untuk mencari dan mengumpulkan serta meneliti pengaturan mengenai

perceraian dan akibatnya berdasarkan literatur yang ada.

 

Pada akhirnya penulis memperoleh kesimpulan bahwa pembagian harta kekayaan antara suami dan isteri

dapat diperjanjikan sebelum perceraian terjadi. Apabila terjadi sengketa dalam hal pelaksanaan perjanjian

tersebut, maka untuk penyelesaian sengketa pembagian harta bersama antara suami isteri yang beragama

Islam merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama, sementara untuk penyelesaian sengketa pembagian

harta bersama antara suami isteri yang beragama lainnya selain agama Islam dan untuk penyelesaian

sengketa mengenai harta bawaan/harta pribadi suami isteri merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri.

 

Penulis juga mengajukan saran agar untuk penyelesaian semua perkara perdata diantara sesama pemeluk

agama Islam, bukan hanya perkara-perkara perdata tertentu raja, seyogyanya merupakan bagian dari

kewenangan Pengadilan Agama, yaitu dengan tujuan dimungkinkan keberlakuan hukum Islam bagi para

pihak yang berperkara.
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